
Presiden Joko Widodo telah membentuk Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
(MRPN). Pembentukan Komite MRPN tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang diundangkan
pada tanggal 16 Juni 2023. Komite MRPN bertanggung jawab langsung kepada Presiden Jokowi,
diketuai oleh Suharso Manoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Komite ini dibentuk untuk mendukung
tercapainya sasaran pembangunan nasional dengan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan negara, serta efektivitas sistem pengendalian intern demi mendukung
tercapainya sasaran pembangunan nasional. Selain itu, juga untuk mendorong entitas MRPN
lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dan lingkungan, serta memberikan
keyakinan bagi entitas MRPN dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai sasaran
pembangunan nasional. Entitas MRPN terdiri dari kementerian negara, lembaga, pemerintah
daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya. 

Komite MRPN bertugas di antaranya menetapkan program, kegiatan, proyek, prioritas
pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai lintas sektor untuk
dapat disusun petunjuk teknis MRPN lintas sektor; menetapkan strategi pembangunan budaya
risiko lintas sektor; melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap kebijakan MRPN lintas
sektor; melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern atas penyelenggaraan
MRPN lintas sektor; menyusun profil risiko pembangunan nasional yang bersifat strategis, baru,
dan tidak terantisipasi sebelumnya yang dipandang perlu dilakukan eskalasi risiko kepada
presiden; melaporkan dan mengusulkan kepada presiden rencana tindak pengendalian atas
risiko tersebut; serta menyusun laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPN lintas sektor. 

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa
dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Risiko Pembangunan nasional adalah efek dari
ketidakpastian pada sasaran pembangunan nasional. Hal ini merupakan hal yang tidak bisa
dihindari karena banyaknya unsur ketidakpastian baik dari dalam maupun luar negeri, akan
tetapi dapat diminimalisir. Salah satu upaya untuk meminimalisir risiko ini adalah dengan
melakukan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk
mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dalam suatu
aktivitas atau kegiatan sehingga akan diperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.
Manajemen risiko sendiri memiliki tujuan yaitu untuk meminimalisir kejadian yang akan
berpengaruh terhadap keuntungan atau kerugian, untuk meningkatkan kejadian yang memiliki
dampak positif, dan mengurangi kejadian yang berdampak negatif terhadap pekerjaan. Tujuan
tersebut akan berpengaruh pada biaya, waktu, mutu, dan ruang lingkup. 

Manajemen risiko merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tata kelola
pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik awalnya banyak diperkenalkan oleh
lembaga donor atau pemberi pinjaman luar negeri seperti World Bank, Asian Development
Bank, IMF maupun lembaga-lembaga pemberi pinjaman lainnya yang berasal dari negara maju.20
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https://www.idxchannel.com/tag/Manajemen-Risiko
https://www.idxchannel.com/tag/Pembangunan-Nasional
https://www.idxchannel.com/tag/presiden-jokowi
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Sumber

Pembentukan Komite MRPN merupakan salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk meminimalisir ketidakpastian dalam pelaksanaan pembangunan
dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan melaksanakan hal
ini, pemerintah tidak hanya mampu meminimalisir risiko ketidakpastian maupun
kecurangan, akan tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan dari dunia
internasional terutama lembaga donor. DPR RI dalam hal ini Komisi XI perlu terus
mendorong upaya pemerintah untuk meningkat tata kelola pemerintahan yang
baik melalui pembentukan peraturan perudang-undangan yang akan memperkuat
pelaksanaan pengawasan pembangunan. Komite MRPN dapat menjadi
perpanjangan tangan DPR RI dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pembangunan pemerintah dengan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan
fungsi dari Komite ini.A
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Bank, IMF maupun lembaga-lembaga pemberi pinjaman lainnya yang berasal dari negara maju.
Good governance dijadikan aspek pertimbangan lembaga donor dalam memberikan pinjaman
maupun hibah. Konsep good governance di Indonesia mulai muncul setelah era reformasi
dimulai yang dilatarbelakangi oleh masalah peninggalan pemerintah orde baru. Seperti
pemerintahan yang berpusat pada presiden, lembaga tinggi negara yang tidak berjalan baik,
serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Pembentukan komite MRPN ini merupakan suatu upaya yang patut diapresiasi karena
menunjukkan itikad baik pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan
menghindari risiko yang dapat menghambatnya baik dari pihak internal maupun eksternal
pemerintah, dari dalam maupun luar negeri. Manajemen risiko ini juga merupakan salah satu
upaya untuk meminimalisasi tindak kecurangan dari berbagai pihak yang dapat menghambat
tercapainya tujuan pembangunan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. 
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https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/dewi.sendhikasari
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/masyithah.adhiem
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